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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA,
SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ,
tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA,
SULAWESI UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Mdo,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011, Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, Kota
Manado, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
53/05/V/2011, tertanggal 24 Mei 2011;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah kediaman bersama selama 12 Tahun dan sudah di
karuniai 1 anak yang bernama :
o Ali Tahir usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak Tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
0 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain yang di
ketahui langsung Pemohon lewat pesan sms di handphone milik
Termohon, dan Termohon telah mengakuinya, Pemohon
menasehati Termohon untuk berhenti berselingkuh, akan tetapi
Termohon mengabaikannya;
4, Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 terjadi
pertengkaran masalah karena Termohon pernah meminjam uang
kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, sehingga
terjadi pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling
melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri
dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2
(dua) Bulan lamanya sampai dengan saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk
itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
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1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk
mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang
berlaku;

Subsidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/05/V/2011, tertanggal
24 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tikala Kota

Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
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pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxx XXxXXX XxxXxxX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon
berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah bersama selama 12 Tahun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa  penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain
yang di ketahui langsung Pemohon lewat pesan sms di handphone
milik Termohon, dan Termohon telah mengakuinya, Pemohon
menasehati Termohon untuk berhenti berselingkuh, akan tetapi
Termohon mengabaikannya;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 terjadi pertengkaran
masalah karena Termohon pernah meminjam uang kepada orang

lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling
melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri, karena telah terjadi
pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun
kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak
berhasil;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon
berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah bersama selama 12 Tahun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa  penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain
yang di ketahui langsung Pemohon lewat pesan sms di handphone
milik Termohon, dan Termohon telah mengakuinya, Pemohon
menasehati Termohon untuk berhenti berselingkuh, akan tetapi
Termohon mengabaikannya;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 terjadi pertengkaran
masalah karena Termohon pernah meminjam uang kepada orang

lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling
melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri, karena telah terjadi
pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun
kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak
berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjuthya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan
sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang
selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
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maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak
hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak
bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat
(1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan
permohonannya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon
tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain
yang di ketahui langsung Pemohon lewat pesan sms di handphone milik
Termohon, dan Termohon telah mengakuinya, serta terjadi pertengkaran
pada bulan Oktober 2023 karena Termohon pernah meminjam uang kepada
orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon sehingga sudah tidak saling
berkomunikasi dan mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan
hak kewajiban sebagai suami istri selama 2(dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah
bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam ikatan
perkawinan yang sah, hal mana telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal
1870 KUHPerdata, sehingga menjadi dasar hukum bagi Pemohon
mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur
dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui,
bahwa pada awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah

tinggal bersama/rukun, namun kemudian sejak tahun 2018 rumah tangga
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Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon memiliki
pria idaman lain yang di ketahui langsung Pemohon lewat pesan sms di
handphone milik Termohon, dan Termohon telah mengakuinya, serta terjadi
pertengkaran pada bulan Oktober 2023 karena Termohon pernah meminjam
uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon sehingga
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya dan
sejak perpisahan taersebut tidak pernah lagi saling memedulikan dan tidak
saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang
dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga kesaksian
tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah
diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut
memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian
dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan
dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon

berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan

Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 rumah

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

- Bahwa  penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain
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yang di ketahui langsung Pemohon lewat pesan sms di handphone

milik Termohon, dan Termohon telah mengakuinya, Pemohon

menasehati Termohon untuk berhenti berselingkuh, akan tetapi

Termohon mengabaikannya;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 terjadi pertengkaran

masalah karena Termohon pernah meminjam uang kepada orang

lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri, karena telah terjadi

pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan
dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, terbukti rumah tangga Pemohon
dengan Termohon telah pecah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas,
hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik
dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku
tentang perkawinan, hal itu ditandai dengan keadaan Pemohon dan
Termohon yang telah pisah tempat tidur/kamar dalam waktu tertentu tanpa
saling mempedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan,
sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu
kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan
kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan Pemohon
pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan terhadap Termohon
dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di
persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal
tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam

masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah
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dan yang benar (matri monial guilt) atau siapa yang menjadi penyebab
perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab
perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah
pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari
sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap
persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin
menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun
dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan
ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk
bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (broken marriage) dan
sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti
itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak,
sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan
tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17
Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam
satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai
alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut
di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon
karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan
bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum
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sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 227
berbunyi:
erle gromw alll 1 GMall Igo e 0ls

Artinya: “Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati)
untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon
dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon,
maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis
hakim Pengadilan Agama Manado mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak
satu raj’l terhadap Termohon dan selanjutnya dinyatakan dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan

dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2, Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di
depan sidang Pengadilan Agama Manado;

4, Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp187.000,00 ( seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Manado pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah oleh Rukijah Madijid sebagai Ketua
Majelis, Mal Domu dan Dewi Angraeni Kasim, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. H Mal Domu., SH. MH Hj. Rukijah Madjid., S.Ag. MH

Dewi Angraeni Kasim., SH
Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
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ATK Perkara :Rp 75.000,00
Panggilan ‘Rp 32.000,00

- PNBP :Rp.  30.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp  187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
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